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RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa dalam pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang berupa pendirian bangunan dalam wilayah
Kabupaten Ogan Komering llir serta untuk memberikan
kontribusi terhadap pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk
menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pungutan
Retribusi 1zin Mendirikan Banguan;

bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin dan Retribusi
Mendirikan Bangunan/Pembuatan Jalan, Perlu disesuaikan
dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi 1zin Mendirikan Bangunan,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 1l dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembar Negara Rl Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaiman telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

o

Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering llir.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
Bupati adalah Bupati Ogan Komering llir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahlam Daerah adalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindugi kepentingan umum dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut biaya retribusi atas
pemberian izin pendirian suatu bangunan.

(1)
(2)

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan
desain dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap
memperhatian Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB),
Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan
yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.



(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

1. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk
mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.

2.  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 5
Retribusi izin gangguan merupakan Golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
YANG BERSANGKUTAN

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan pemerintah
Kabupaten dalam pelayanan pemberian izin.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur jenis dan besarnya tarif distribusi
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin mendirikan bangunan yang meliputi penerbitan dokumen izin,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak
negative dari pemberian izin.

Pasal 8

(1) Dasar penetapan retribusi adalah jenis bangunan yang diberikan izin yaitu untuk
bangunan gedung, bangunan pagar, bangunan tower, bangunan sarang burung
wallet, dan media/papan reklame.

(2) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan adalah hasil kali faktor-faktor sebagai

berikut:

a. Luas bangunan;

b. Indeks klasifikasi kawasan;

C. Klasifikasi jalan;

d. Indeks ketinggian bangunan,;
e. Indeks harga dasar bangunan.

(3) Hasil perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah tempat diberikan izin mendirikan
bangunan



(1)
(2)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
3)

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan.

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 12

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur
retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagih atau surat peringatan
atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai bentik formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 16

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.



